
l. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

a. bahwa berdasarkan Surat Kornisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 47 /PW.01/ 10/2022 tanggal 
18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot 
Project Implementasi Pembangunan Zona Intregitas, 
perlu disusun rencana aksi pembangunan zona integritas 
menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi 
bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang 
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani di Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Klaten Tahun 2026; 
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pcmilihan Umum, Komisi 

Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana tclah bcberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tcntang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Um um, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sckretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Mcnteri Pcndayagunaan Apararur Negara dan Reformasi 

- 3 - 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
KLATEN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA 
INTEGRITAS MENUJU WILA YAH BEBAS DARI KORUPSI DAN 
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026. 
Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Klaten Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini. 

Tujuan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani sebagaimana dimaksud dalam cliktum KESATU, 
meliputi: 
1. menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona 

Jntegritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 
2. scmua pihak di Komisi Pemilihan Umum Kabupatcn 

Klatcn berkewajiban bertanggung jawab untuk 
melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif 
dan bertanggung jawab; 

3. menciptakan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Klaten yang profesional, berkarakter, 
berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani 
publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan 
kode etik aparatur Negara; dan 

4. meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem 
manajemen sumber daya manusia yang profesional di 
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupatcn Klaten. 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pcmbangunan 
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 444); 
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PRIMUS SUPRIONO 

ttd. 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal 1 April 2026 
KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN, 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sarnpai 
dengan 31 Desember 2026. 

KEEMPAT 
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